
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas

hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam

prosedur inl Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen
I

penduduk terkait pernlndahan hak atas tanah dan /atau bangunan.

Oalam Prosedur ini. Pejabat Pernbuat Akta Tanah akan memeriksa

kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas

tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek

dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang

Pertanahan.

"Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak

yang menyiapkan form SPPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai

dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau

bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

.-

I. MEKANISME

A. GAMBARAN UMUM

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMrNDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/AT AU BANGUNAN

LAMPIRAN IPERATURAN BUPATf OGAN KOMERfNG fUR
NOMOR .• TAHUN 2011
TANGGAL: 21 JlJlnTdi 2011



menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan
pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan menyediakan
data objek pajak kepada PPAT.
Langkah 4
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertananan.
PPAT kemudian memeriksa kebeneran data objek pajak dengan
membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan,
PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan
observasi lapangan.
Langkah 5
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan atas
tanah dan/atau banqunan yang belum ditandatangani oleh PPAT.

kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen

pendukung yang oiterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan

permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor

Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAl, maka Kepala Kantor Pertanahan
,;

menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah

dan /atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen

pendukung lainya.

Wajib °ajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan

pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah

bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksadan/atau



Untuk PPAT sebagai arsip.
- Lembar3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.

- Lembar4
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian
SSPD SPHTS.

- Lembar5:
Untuk Sank yang ditunjukiBendahara Penerimaansebagai arsip.

/

PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.
Langkah 6
Berdasarkan Prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir
SSPD SPHTS dar; [inas Pendapatan, Pengelola Keuangan & Aset
Daerah.

Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak

terpenuhi,maka PPAT menghitung nilai SPHTS teruranq. PpAT
kemudian mengisi inforrnasl obiek pajak dan nilai SPHTS terutang ke

dalam formulir SSPD SPHTS. Setelah mencantumkan seluruh

informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatanganiSSPD SPHTS.

SSPD SPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau menyetorkan pajak yang terutang

~
ke .Kas Derah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. SSPD BPHTS terdiri atas 6 lembar,dengan
perincian sebagai berikut :
- Lembar 1:
UntukWajib Pajak

- Lernbar2-

, ",
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- menerima pembayaran BPHT8 terutang dari Wajib Pajak;

- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB ;

3. Bank yang ditunjuk atau BendaharaPenerima
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang
dari Wajib Pajak. Dalam prosedur in; Bank yang ditunjuk atau
pun Bendahara Penerima berwenang untuk :

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD SPHTS sebagai
dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar SPHTS terutang dan
membantu melakukan perhitungannya.

1. Wajib Pajak selaku Poncrima Hak

Merupakan pihak yang memifiki kewajiban membayar SPHTS
terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau banglman.

B. PIHAK TERKAIT

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau

bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib
Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk atau
dilakukan secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

I. MEJ<ANISME

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILiR
NOMOR ~ TAHUN 2011
TANGGAL :2h~rLI 2011



Wi tjib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3,dan 4 dari Bank
yang ditunjuk atau Sendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian

melakukan proses berikutnya,yaitu permohonan penelitian SSPD
BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKAD.

r--, ,

Langkah 5

Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan menandatangani
SSPD BPI-HS. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4

dikembalikan keWajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan menerima
SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTS terutang dari Wajib
Pajak. Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan kemudian

memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian
besaran nilai SPHTS terutang -denqan uang pembayaran yang
diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 3

Langkah 2

, Untuk Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan sebagai

laporan kepada Fungsi Pembukuan I Pelaporan. Sebelum
digunakan dalam proses pembayaran , Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD SPHTB tersebut.

..

VVajib Pajak menyerahkan SSPD SPHTS kepada Sank yang

ditunjuk atau Sendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan,
Wajib Pajak kemudian membayar SPHTS terutang melalui Bank

yang ditunjuk atau kepada Sendahara Penerimaan.
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- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengelolaan dan
informasi;

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan plhak yang memeriksa kebenaran informasi terkait
objak pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTS. Fungsi

Pelayananberwenangdan bertugas untuk:

Merupakan·pihakyang mengajukan permohonan penelitian kepada

fungsl pelayananatas SSPD BPHTByang telah dibayarkan.

B. PIHAK TERKAIT
1.V\lajibPajak selaku Penerima Hak

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Banqunan merupakan proses Verifikasi kelengkapan
dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum
dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak
melakukan pembayaran BPHTS terutang dengan menggunakan
SSPD BPHTBmelalui Bank yang ditu~juk atau Bendahara Penerirria.
Penelitian SSPD BPHTS dilakukan oleh fungsi pelayanan di Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jika semua .
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi
pelayananakan menandatanganiSSPD BPHTS.

A. GAMBARAN UMUM

PROSEDURPENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH SEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN (SSPD SPHTS)

I. MEKANISME

_- ,__.

LAMPIRAN III PERATURAN SUPATI OGAN KOMERING ILiR
NOMOR ..4 TAHUN 2011
TANGGAL : -;21~2011



- Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan );

- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan

Kekeluarga, dalam hal transaksi waris;

- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan );

- Fotokopi Identitas Wajib Pajak (dapat berupa kartu Tanda

penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung

yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen

penuukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah

(NTPD)/SSPD DPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD):

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIK

- mengelola datadase objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wewenangnya;dan

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari fungsi
pelayanan.

3. Fungsi Pengelolaan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi

ini menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi pelayanan.

Fungsi Penqelols an data dan Informasi berwenang dan bertugas

untuk:

- menandatangani SSPD BPHTB yang telah diverifikasi.

- memeriksa kelenqkapan dokumen dan kebenaran data terkait

objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB;dan



berdasarkan data objek pajak dari fungsi pengolahan data dan

informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan

Fungsi Pelayanan menerima form pengajuan data yang telah diisi

d.Cltaobjek pajak dari fungsi pengolahan data dan informasi. Fungsi
Pelayanan kemudian rnemeriksa kebenaran data yang tercantum

dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB

La_ngkah 4 .

Fungsi pengolahan data dan informasi menerima form pengajuan
data dari fungsi pelayanan. Fungsi pengolahan data dan informasi

kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada form
pengajuan . data. Fungsi pengolahan data dan Informasi· lalu

menyerahkan kembali data form pengajuan data kepada fungsi

pe!ayanan.

~angkah 3

Fungsi Pelayanan menerima formulir permohonan penelitian SSPD

BPHTB, SSPD BPHT8 (Iembar 4), dan dokumen pendukung dari
Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan

data terkait objek pajak berdasarkan formulir permohonan penelitian
SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi
dan menyampaikan FORM Pengajuan Data Kepada fungsi
pengolahan data & tnformasi.

Langkah 2

Wajib pajak mengisi formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
Wajib pajak kemudian menyerahkan formulir permohonan penelitian
SSPD BPHTB ( lembar 4), dan dokumen pendukung kepada fungsi
pela /anan.

- Dokumen pendukung lain yang diperlukan;



.---

Wajib pajak menerima SSPD BPHTB (Iembar 1,2, dan 3) dari fungsi
pelayanan.

Setelah sernua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD

BPHTB dan kelengkapan dokumen penduduk terpenuhi, maka fungsi
pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (Iembar 1,2,3, dan 4).
Fungsi peJayanan mengarsip SSPD BPHTB (Jembar 4) sebagai
dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB
(Iembar 1,2,dan 3) kepada wajib pajak.

Langkah 5

penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

-.
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Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen

pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Wajib pajak menyerahkan dokumen­

dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

1. Wajib Pajak Seiaku Penerima Hak

B. PIHAK TERKAIT

Prosedur ini dilakukan sebaqai persyaratan penerbitan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT

menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah yang telah terdaftar di

Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas

perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini

dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor

Portanahan.

A. GAMBARAN UMUM

l. MEKANISME

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR
PERTANAHAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING fLlR
NOMOR 41 TAHUN 2011
TANGGAL Z1~~1



Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib

Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan 3. Sedangkan Wajib

Pajak memperoleh bukti penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2) atas

pembayaran pajak penqnasitan meialui kantor pelayanan pajak.
Wajib pajak lalu rnenyerahkan SSPD BPHTB lembar 2 dan lembar

3,serta bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada pejabat
pembuat akta tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerirna SSPD BPHTB lembar 2 dan 3, serta bukti

penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

3. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di
wilayah wewenangnya. Oalam prosedur ini Kepala Kantor
Pertanahan berwenang dan bertugas untuk :

- merneriksa kelenqkapan dokumen pengajuan pendafiaran hak
atas tanah;dan

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah

- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor
Pertanahan.

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta

pemindahan hak atas tanah ke Kepala Kantor Pertanahan. PPAT

t erwenang dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran hak atas tanah;dan



Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan fatau

Bangunan.

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani

Akta Pemindahan Hak ATAS Tanah dan J atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT Menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau

Bangunan yang telah ditanda tangani wajib pajak.

Langkah 8

Langkah 6

Langkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.

Kepala Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta pemindahan

Hak atas Tanah danJatau Bangunan serta bukti penerimaan SSP

PPh pasal4 (2) kepada PPAT.

menyiapkan daftar Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

eangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

.Langkah 3

'?PAT mengajukan pendaftaran perolehan I peralihan hak atas tanah

dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan

Jatau Bangunan, SSPD BPHTB lembar 3, serta bukti penerimaan

SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan

Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan

pendaftaran perolehan Jperalihan hak atas tanah. Kepala Kantor

Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan

kebenaran terkait objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan lalu

memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.



woj.

-_--------



- menerima Pembayaran SPHTS dari Wajib Pajak;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit Kepada

Bendahara Penerirnaan atas setiap pembayaran SPHTS

rnelalui rekeni1g penerimaan kas daerah; dan

rnenyiapkan registrasi SSPD SPHTS.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima

menyirnpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran SPHTS dari Wajib

Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas

daerah. Bank yang ditunjuk berwewenang dan bertugas untuk :

B. PII-IAK TERKAIT

Prosedur ini melibatkan Sank yang ditunjuk atas penerimaan

pembayaran SPHTS dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Prosedur Pelaporan SPHTS merupakan proses yang dilakukan oleh

Sank yang ditunjuk atau Sendahara Penerimaan dalam meJaporkan

penerimaan pembayaran SPHTS dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga

rneliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta

Tanah atas setiap akta yang telah diterbitkan.

A. GAMBARAN UMUM

I. MEKANISME

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI OGAN KOMERfNG fUR
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 ~ 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB



1 Funqs: Pernbukaan dan Pelaporan.
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan laporan
realisasi BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima
dari Bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan dan

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam
Prosedur ini PPAT berwewenang dan bertugas untuk membuat
laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
banqunan

3, Pejabat PernbuatAkta Tanah (PPAT)

/ '
?

/

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada unit kerja SKPD. Dalam Prosedur ini bendahara

,penerimaan berwewenang dan bertugas untuk :

menerirna Pembayaran PBHTB dan Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetoran tunai;

rnenerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap

pernbayaran BPHTB dari wajib pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

menerima registrasi SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah;

menyiapkan registrasi SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB

dari Wajib Pajak yang melalui rnekanisme tunai ke bendahara

penerimaan.;

mencatat penerimaan BPHTB dalam buku penerimaan &

Penyetoran ;

menyiapkan Reqistrasi STS; dan

mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk I

wajib Pajak.



C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, bendahara penerimaan

mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai dari

bendahara penerimaan

Langkah 2

Bendahara SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara

Penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam buku penerimaan &

penyetoran,. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke

dalarn Reqistrasi SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip

SSPD BPHTB lernbar 5.

J-angkah 6

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima registrasi SSPD

BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB Lembar 6.

Langkah 5

Secara periodik Bank yang ditunjuk menyampaikan registrasi

SSPD BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke

Fungsi pembukuan dan pelaporan.

Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam

Registrasi.

Langkah 4

Bendahar a Penerirnaan menerima Nota Kredit dari Bank yang

ditunjuk. Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan

BPHTB ke buku penerimaan dan penyetoran.



Langkah 4
Fungsi pembukuan & pelaporan menerima laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Lang~ah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pernbukuan & Pelaporan.

Langkah 2

PPAT membuat laporan penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

.
Banqunan. F'PAT juga menerirna SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib
Pajak.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta Tanah oleh PPAT.

Langkah 1
Berdasarkan Prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan

menandatangani Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Langkah 4
Fungsi pembukuan & pelaporan menerima Registrasi SSPD

BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB lembar 6, buku
penerimaan & penyetoran, beserta registrasi.

Langkah3

Secara Periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan

Registrasi SSPD BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB

lembar 6, buku penerimaan & penyetoran beserta registrasi STS

kepada fungsi pembukuan & pelaporan.



C.4. Pelaporan Realisasi 8PHTB

Langkah 1

Berdasarkan Prosedur C1,C2,C3, maka fungsi pembukuan &
,pelaporan menerima dokumen berupa Registrasi SSPD BPHTB,

SSPD BPHTB lembar 6, buku penerimaan & penyetoran, registrasi

STS, dan laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut fungsi pembukuan dan
pelaporan menyusun laporan reahsasi BPHTB.
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2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- rnemeriksa SSPD BPHTS

menerbitkan STPD BPHTS
- menerbitkan SKPDKS SPHTS

- menerbitkan SKPDBKBT BPHTS

S. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban mernbayar SPHTS

terutang berdasarkan STPD BPHTS, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT

BPHTB. Wajib Pajak juga akan rnenerima surat teguran jika pada saat

jatuh tempo belum melunasi BPHTS terutang.

,/"'" ,

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan STPD BPHTS merupakan proses yang

dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang
yang disebabkan karena SPHTS terutang menurut SSPD SPHTS;
tidakJkurang dibayar, salah tulis.salaf hitung,dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Sayar SPHTB/Kurang Sayar Tambahan BPHTS merupakan proses yang
dilakukan funqsi pelayanan dalam memeriksa SPHTS yang masih
kurang dibayar atas SSPD BPHTS dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas SKPD Kurang Sayar dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan oleh fungsi peJayanan.

Prosedur penetapan surat teguran merupakan proses yang
dilaxukan fun'gsi pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang
belum melunasi SPHTS terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan fungsi petayanan sebogai pihak yang

memiliki dan mengelola database ,STPD BPHTB , Daftar SKPDKB
BPHTS, Daftar SKPDKST BPHTS,dan Daftar Surat Teguran.

I. MEKANI:)ME

LAMPIRAN VI PERATURAN SUPATI OGAN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TANGGAL: 21 JIJlD.il 2011
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PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB



LangkahJ'.
Fungsi Penagihan rnemperbaharui Daftar STPD BPHTB

atas setiap STPD BPHTS yang telah dikirimkan kepada Wajib

Pajak.

Langkah_.§.
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (Iembar 1)

kepada Wajib Pajak.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsipkan STPD BPHTB (Iembar 2).

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidaklkurang dibayar,salah

tulis,salahsalah hitung,dan kena bunga/denda. Fungsi penagihan
kemudian mengarsipkan daftar tersebut.

Langkah 3

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB

terutang yang tidal-'Jkurangdibayar,salah tulis.salah hitung,dan kena

bunga atau denda.

C.1.Penetapan STPD BPHTB
Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya,maka
fungsi penagihan mengarsipkan SSPD BPHTB yang. telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

[

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitan STPD BPHTB berdasarkan

Daftar SSPD BPHTB yang tidaklkurang dibayar,salah tulis,salah

hitung,dan kena bunga/denda.STPD BPHT~ dicetak rangkap 2.



Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, fungsi penagihan

menerbitkan SKPO kurang bayar (rangkap 2) dan SKPD kurang

bayar tarnbahan (rangkap 2).

Langkah 3
Fungsi penagihan juga rnemeriksa setiap SKPD kurang

bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
Fungsi penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum

dalam SKPD kurang bayar tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, fungsi

penagihan kemudian menerbitkan daftar SKPD kurang bayar yang

r lasih kurang dibayar.

Langkah 2
Fungsi penagitlan memeriksa setiap SSPD BPHTS yang

telah berjangka waktu 5 (lima)· tahun sejak dibayar oleh Wajib
Pajak. Fungsi penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang
tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang

ternyata . kurang bayar,fungsi penagihan kemudian menerbitkan

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pemtayaran BPHTB sebelumnya,

rnaka fungsi penagihan akan mengarsipkan SSPD BPHTB yang

telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

C.2. Penetapan SKPDKB BPHTB atau SKPDKBT BPHTB

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayar

BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



Langkah..1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB atau

SKPDKB atau SKPDKBT, fungsi penagihan menyimpan :

- Daftar SKPD BPHTB

- Daftar SKPDKB

- Daftar SKPDKBT

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, fungsi penagihan

memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh

tempo.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

LangkatU!

W3Jib Pajak rnenerima SKPDKB atau SKPDKBT dan

rnernbayar BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pernbayaran
13P~T8.

!angkah 8

Fungsi penagihan merriperbabarui Daftar SKPDKBT atas
setiap SKPDKBT yang telah dikirilnkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Funqs: penagihan memperbaharui Daftar SKPDBKB atas

setiap SKPDBKB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Fungsi penagihan mengirimkan SKPD. kurang bayar
(Iembar 1) dan SKPD kurang bayar tambahan (Iembar 1) kepada

Wajib Pajak.

Langkah 5

Fungsi penagihan mengarsip SKPD kurang, bayar

(Iembar 2 ) dan SKPD kurang bayar tambahan (Iembar 2 )



- Lernbar 6

Untuk Bank yang DitunjuklBendahara Penerimaan sebagai laporan

kepada Fungsi Pembukuan IPelaporan.

Langkah 8

FPAT menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diisi kepada Wajib

Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah diisi dari PPAT,
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Merupakan Pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- Menerima ,menelaah dan memeriksa permohonan pengajuan

pengurangan BPHTB.

Menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan BPHTB.

2. Fungsi Pelayanan-

Merupakan pihak yang mengajukan pengurangan atas BPHTB

terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan
sebelumnya.

'I. Wajib Pajak

B. PIHAK TERKAIT

penqolahan data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan

mengelola database objek pajak di wilayah administrasi.

Penerbitan pengurangan sendiri berdasarkan peraturan

Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan katagori pengurangan

untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan fungsi~

Prosedur Pengurangan BPHTB merupakan proses yang

dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan persetujuan
Ipenolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari \Najib
Pajak. Fungsi pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa

pengajuan terkait objek pajak.

1. MEKANISME

A. GAMBARAN UMUM

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILiR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 21.iRnWm 2011

PROSED-UR PENGURANGAN BPHTB



Langkah 3 .

Fungsi pelayanan mengarsipkan dokumen pengajuan

pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi pelayanan
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan

menyiapkan Form pengajuan data.

Langkah 2

Funqs) pelayanan menerima dokumen pengajuan
penquranqan BPHTB. Fungsi pelayanan kemudian memberi tanda

terima pengajuan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan surat pengajuan pengurangan
BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan
pengurangan dan salinan surat -ketetapan BPHTB kepada fungsi
pelayanan.

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk ;
- Menyiapkan dan mengelola database terkait objek pajak,dan
- Menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi pelayanan

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Mengajukan data terkait objek pajak kepada fungsi penqolahan
data & informasi

Menerbitkan berita acara pemeriksaan, dan

Menerbitksan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTB atau surat keputusan pengurangan BPHTB.



Langkah 9

Funqsi pelayanan menyiapkan Serita Acara Pemeriksaan dan:

-. Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang
ditolak ) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui)

Langkah 8

Fungsi peiayanan menelaah dan memeriksa pengajuan
pengurangan RPHTR berdasarkan data objel< pajak yang telah

diterirna. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian
antara penqajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria
dalam peraturan kepala daerah.

Langkah 7

Fungsi pengolahan data & informasi mengirimkan form
penqajuan data (yang telah terisi) .kepada fungsi pelayanan.

Langkah 6

Fungsi pengolahan data & informasi mengisi form pengajuan
data terkait objek pajak.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Fonn
pengajuan data. Fungsi pengolahan data & informasi kemudian
menarik data terkait objek pajak dari database objek pajak.

Lang!<ah 4

Fungsi pelavanan mengirimkan Form pengajuan data
kepada pengolahan data & informasi.



Langkah 12

Wajib Pajak menerima ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Lan ikah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan surat penolakan pengajuan

pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau surat keputusan
pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui ) kepada Wajib Pajak.

langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

, ..; {
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Atas perhatian dan kcrjasamanya kami mcngucapkan u.rima kasih.

Nomor Objek Pajak (NOP)

r=r]r-I-I]l[-I'--'J .---r----li r-- j_J ~ [J"---''----'11_ L_ _._ L-L- -' _.1_ _I _Serta data objek pajak atas

L_LJONPWP

Nama Wajib Pajak

Dengan honnat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang scdang berjalnn, 1.'I:gan ini kanu rncngaiukan pvrmintaan data tcrkait perolehan hak
bumi dan/atau bangunan alas:

---.--------------------i

, " , _, ;
,FORM PENGA,JUAN DATAr

!,

r-CO~J'"I~OI~-O-OK;Ji~E-~IF-ORr;'PENGAjUANDA,TA Hal1 I
L. .. ._ .. .___ _ . ... --'

... ..
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Kayuagung 20 .
Fungsi Pelayanan

• Data objel\ pajak yang tercanturn dalarn SSPD·BPHTB totsh sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD·BPHTB telah sesuei
• Ookumen pendukung perolehan hak alas fanah! dan baqunan telah lengkup

._---_._-----------_._----,PENELITIAN
-------,-----_.

IL. _
I
k-.I SeteJah melakukan perneriksaan dan penetaahan SSPD-BPHTB dan dokumen oendukunq dan Wajib Pajak. dengan ini karni
menyatakan bahwa :

Kayuagllng, 20 .
Wajib pajak/Kuasa Wajib P3jak *)

Ktorangan:
.) coret yang tidal<perlu

L ."') dalam hal cikuasakan
1

I
I

Demikian disampaikan untuk caoat dilakukan penelltian SSPD·8PHTB_

Terlampir dokumen sebagal berikut :
(1) SSPD-BPHlB yang tertera Nomor Transaksi Penerirnaan Oaerah (NTPD) i SSPD-BPHTB dlsertai Oukti

Penerimaan Daerah (8POt)
(2) Fotokopi SPPT atau snsl Struk ATM bukti pembayaran PBB! Buk!i Pernbayaran PSG

lainnya Tahun *)
(3) Fotokopl identitas Wajib Pajak berupa .
(4) Surat Kuasa dan Wajib Pajak ")
(5) Fotokoplldentltaa KuaaaWajlb Pajak .. )
(6) Fotokopi Kartu NPWP
(7) ..

Kabupatenil<ota

Desa!Kelurahan

Alamat

,---,--,I[IJ [=r=D CD [_J__LJ r I_l_LJ 0NOP

Bersama in! menyampaikan SSPD-BPHTB untuk dlteliti atas perolehan hak alas lanah dan/atau banpunar,
Sebagai berikut :

------------Alamat

NPWP

Yang bertanda tangan di bawah ini .
NamaWajib Pajak

Dinas Pengelo!aan Pendapatan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering lIir

: 1 (S3tU) set
: Penyampaian SSPD SPHTB untuk ditelltr

Lamplran
Hal

,..----'----------- ..--.------------------ --------'"...--,"-------- -,-...------'-'----'-'---"1
I FORMUUR PERMOHONAN PEr~f:UTIAN S~;PD"8PHTB I
L- . ---------.--.---.------.--------_----_ ,-.--------__,-------_,------,-,------,_'__I
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SESUOAH BATASWAKTU TERSEBUT.
TINDAKANPENAGIHANAKAN
DILANJUTKAN DErmAN PENERBITAN
SIJRAT PAKSA

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM "'AKTU
21 (DUA PULUH SATU HARI) SETELAH
TANGGAL SURAT TEGUR.AN IN!.

PERHATIAN
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering IIir

NIP

I
\ ..

I
I
I

._ .. J

Untuk mencegah tlndakan panggilan pajak dengan Surat Pajak berdasakanPeraturan Kepala Daerah
Nomer .... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Suat Paksa, maka dirninta kepada Saudara
agar mehmastjurnlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu han)

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kaml.

----------
L~ _(denqan huruf)

Jumlah(0) Coret yang tldak perlu

Jumlah
Tunggakan
Pajak (Rp)

r--'---'--T-h--P--k--rl---N-O-P'-N-O-&-T~-NG-AL-S-T-PD--r Tanggal Jatuh
Janis a un ala BPHTB/SKPDB URANG BAYARI SKPD8 Tempo Pemayaran
Pajak KURANG BAYAR TAMBAHAN (.)

!--t--. I---+--~
I

Menurut tata usaha karnr,hlngga saat ini Sauda a masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

Nomor.

SURAT TEGURAN

I<epadaYth,
Nama
NOP
Alamat

PEMEI{IN1'AII KAB'OPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
11. Letnan Dharna lambi No. 161 Kayuagung 30 611 Telp. (0712) 321278 Fax. (0712) 323893

,'''''',.



L___ ._ - ....------.---.----.---- .--.......

I
1

NIP.
----------I

I

I
I____ . . .... ._ .. _. L .._. . - ._.

PERHATIAN
Surat tagihan Bea Perolehan
Hak atas Tanah & Bangunan
STBPHTB ini harus dilunasi
paling lambat satu (1) bulan saat
tanggal diterima.
Apabila setelah lewat tanggal
jatuh tempo utang pajak belurn

I dilunasi.rnaka tindakan
penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat
Paksa,pelaksanaan slta.dan
lelang

Kabupaten Ogan Komering Iiii'
Kayuagung, 20 .

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah

9

I:=-:-----l
- ---- t-=-'--------

IIcaJak yang maslh harus dibayar (5+6+7)

I Tanggal jatuh Tempo : ~e-m-p-at-p-e-m-bayaran :

i . I

i
I
I

.... . .. I----- ------- -J

--.-----~
I

I

ang Bayar/ I Rp 11
I I I

__ --+-__ ~I
--+-----~I ,

................................... )

AERAH
DAN BANGUNAN._------

Tahun:

N ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN 6G"j~tn{6·MERiN(.31L1R
DINAS PENDAPATAN. PENGElOLA KEUANG,lI.N DA

SURAT TAGIHAN PAJAK 0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

.~----~-.--.-------------.-----------"------------~---.- ._- ---_-
No
Tanggal Penerbitan :-~-.--------- ._-- _._._--_._--;:~I:~P:~~~~~;ih Rp ............... ...... . .......
harus dibayar l(..............................................
Objek Pajak Nama & Alarnat Wajib Pajak
Kabupaten Ogan ................. ........ .. .....
Komering lIir : I ...............................................
Kecamatan I ..............................................
Desa/Ke\urahan : i ...............................................
Alama I· ................···..........·..........~:····..

NPWP: ------
Rincian Pajak yang Terutang

----- - .---
I Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kur

SKPDB Kurang bayar Tarnbaharr') ~

Telah diba~ar tang_~ I ~~:PengLiranganI.Jumlah yang dapat diperhitungkan (an_9..1s?2 + angka_.~l.__
~_yang kurang dibayar (angka 1 - angka_iL
Denda administrasi 2 % x 24 bulan x Rp.I Pa'ak. :tanJ terutang berdasarkan putusan BPSP dikuran. . .

-----_._-_.


